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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Jalanan (Begal)
Budaya kekerasan disebut demikian karena belakangan ini penyelesaian masalah cenderung menggunakan cara-cara kekerasan, tampaknya semakin menguat dan menjadi budaya. Kekerasan dalam bentuk anarkis atau premanisme di berbagai wilayah Indonesia telah menjadi warta setiap hari. Dengan memperhatikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi, terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan, langsung maupun secara tidak langsung, secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Terjadinya kekerasan disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya dan penganiayaan terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial dan kultural yang meliputi pewarisan kekerasan antar generasi, stress sosial, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah dan struktur keluarga.

Kejahatan dan penjahat berjalan beriringan, sehingga hal ini tidak dapat dipisahkan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam proses peradilan, pelaku kejahatan menggunakan istilah tersangka, terdakwa dan atau terhukum bila seseorang terbukti melakukan kejahatan. Penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. 

Adapun perspektif mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum:

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : strain, cultural deviance atau penyimpangan budaya, dan social control. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 5 golongan yaitu :

a. Born criminal, merupakan penjahat yang terlahir dengan membawa ciri-ciri atavistic stigma;

b. Insane criminal, secara klinis diidentifikasikan sebagai mereka yang sakit mental;

c. Occasional criminal atau Criminaloid, pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;

d. Criminal of passion, melakukan kejahatan karena timbulnya problema mental atau dalam keadaan emosional yang Panjang serta kronis;

e. Habitual Criminals, melakukan kejahatan sebagai akibat dari lingkungan sosial.

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga perspektif :

a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;

b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalinmenjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan

c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Masalah penegakan hukum (law enforcement) yang masih lemah.

Tanpa penegakan yang tegas dan adil, maka kekecewaan akan tumbuh dalam masyarakat. Penegakan yang diinginkan adalah yang adil, dalam arti tidak pandang bulu, apakah ia berduit atau tidak, apakah orang kaya atau orang miskin, apakah berkuasa atau tidak, di depan hukum harus diberlakukan secara adil. Jika tidak, kekecewaan demi kekecewaan masyarakat lambat laun akan terakumulasi dan hanya menunggu momentum untuk meledak. Sedikit saja ada permasalahan, masyarakat akan marah.

2. Masalah kesenjangan ekonomi 

Masalah kesenjangan ekonomi terjadi dimana-mana di belahan dunia. Hanya yang berbeda adalah tingkat kesenjangannya. Semakin besar gap pendapatan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, semakin potensial untuk mengoyak kestabilan dan keamanan wilayah atau daerah setempat. Kesenjangan ekonomi dapat dengan pasti menimbulkan kecemburuan sosial. Apabila mereka terbilang kaya tidak peduli dengan mereka yang miskin yang ada disekitarnya. Kecemburuan sosial inipun secara potensial membahayakan, karena sewaktu-waktu bisa tersulut membara menjadi tindakan anarkis, hanya karena percikan api permasalahan yang kecil saja.

3. Tidak adanya keteladanan dari sang pemimpin 

Artinya, pemimpin mulai tidak satya wacana: apa yang dilakukan berbeda jauh dengan apa yang dikatakan. Pemimpin melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, mementingkan diri sendiri, dan keluar dari rel kewenangannya. Masyarakat yang kehilangan figur yang layak diteladani bagai anak ayam yang kehilangan induknya. Walaupun secara fisik sang induk ada, tapi tidak pantas lagi menjadi panutan. Ketika terjadi permasalahan, maka masyarakat yang kehilangan figur keteladanan, menjadi bingung ke mana dan di mana tempat bertanya dan mengadu. Karena tidak ada yang pantas diteladani, maka mereka melakukan tindakan yang semaunya, yang sering kali tanpa pertimbangan. 

4. Adanya provokasi dari pihak-pihak berkepentingan. 

Karena ada provokasi dari pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan bibit-bibit permasalahan yang ada agar menjadi besar. Di balik upaya-upaya mereka itu tentu ada maksud yang tersembunyi, mungkin dalam kaitannya dengan politik, seperti dalam rangka merebut kekuasaan dengan cara merusak image orang yang sedang berkuasa atau lawan politiknya, dan sebagainya. Bagi sebagian masyarakat yang kondisinya sudah „labil‟ karena dihimpit oleh berbagai persoalan hidup, bukanlah tidak mungkin mereka dengan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang diperalat.

Apabila lebih spesifik, faktor penyebab kekerasan dapat dibagi ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari : 

1. Faktor Internal  

a. Penyakit parah atau gangguan mental.

Kehidupan masyarakat yang penuh persaingan hidup oleh karena kebutuhan hidup yang terus bertambah menjadi salah satu penyebab utama tumbuhnya tingkah laku yang menyimpang (abnormal). Tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat hubungannya dengan keadaan jiwa individu yang membuat orangtua tidak dapat merawat dan mengasuh anak karena gangguan jiwa berdasarkan besarnya tekanan emosional dan depresi yang dialaminya.
Masalah gangguan jiwa ini sudah merupakan suatu hal yang serius karena telah menjadi penyebab terjadinya perbuatan kejahatan atau perbuatan abnormal. Gangguan jiwa ini menurut para sarjana digolongkan dalam beberapa bagian, misalnya Kartini Kartono menyebutkan gangguan jiwa terdiri dari :

1) Personality Disorders (Gangguan Kepribadian). 

(a) Deliquen Personality (Kepribadian Nakal), hal ini disebabkan oleh kemunduran mental karena kebiasaan dan karena kondisi mental terganggu. Ini merupakan tingkah laku asosial, karena kurang sosialisasi, mereka memberontak. 
(b) Multiple Personality atau Split Personality (Kepribadian Terpecah atau Ganda), ini adalah kondisi patologis dengan kepribadian pecah. Masing- masing pribadi menjadi otonom, berdiri sendiri secara berdampingan atau muncul bergantian.
(c) Psychopatic Personality (kepribadian psikopatik). Orang yang tidak ada pertimbangan moral sehingga berbuat apa saja, bersifat memberontak, juga asosial dan tidak memiliki harga diri. 
2) Psikoneurosa (Neurosa, Neurosis).

Ketegangan pribadi yang terus menerus akibat adanya konflik dalam diri orang bersangkutan dan terjadi terus menerus orang tersebut tidak dapat mengatasi konfliknya, ketegangannya tidak mereda akhirnya neurosis (suatu kelainan mental dengan kepribadian terganggu yang ringan seperti cemas yang kronis, hambatan emosi, sukar tidur, kurang perhatian terhadap lingkungan dan kurang memiliki energi). Psikoneurosa adalah sekelompok reaksi psikis dengan adanya ciri khas yaitu kecemasan, dan secara tidak sadar ditampilkan keluar dalam pelbagai bentuk tingkah laku dengan jalan menggunakan mekanisme pertahanan diri (defence mechanism).
3) Histeria, gangguan yang ditandai oleh emosi yang ekstrim, mencakup macam-macam fungsi, sensoris, alat pencernaan sebagai produk dari berbagai macam konflik dalam kehidupannya. 
4) Psikastenia, ditandai dengan adanya reaksi-reaksi kecemasan, dibarengi kompulsi, obsesi, phobia. Kompulsi merupakan keinginan yang tidak dapat dicegah untuk melakukan suatu perbuatan, tidak dapat dikontrol, tidak dapat dikendalikan dan sewaktu-waktu melakukan pertentangan dengan kemauan yang disadari. Obsesi merupakan ide-ide atau perasaan yang kuat dan terus menerus melekat dalam pikiran dan tidak mau hilang biasanya disertai adanya kompulsi. Phobia, merupakan ketakutan atau kecemasan yang kuat, tidak rasional dan tidak dapat dikontrol terhadap situasi tertentu. 
5) Hipokondria, suatu kecemasan yang berlebihan dan kronis terhadap kesehatan diri sendiri.
6) Psychosis.

Merupakan gangguan atau penyakit mental yang parah yang ditandai dengan adanya disorientasi fikiran, gangguan emosional, disorientasi waktu, ruang dan pribadi, halusinasi dan dilusi sehingga perilakunya tidak rasional, realistik dan asosial.

Sehubungan dengan uraian-uraian diatas jika titik tolak peninjauan didasarkan pada sifat-sifat pelaku dengan memperhatikan beberapa peristiwa penganiayaan atau kekerasan fisik, mereka melakukan perbuatan-perbuatan demikian karena mengalami kekalutan mental yang merupakan manifestasi berbagai kondisi kehidupan. Kondisi kehidupan yang menyebabkan gangguan jiwa yang menimbulkan perbuatan abnormal seperti tekanan ekonomi yang sangat memprihatinkan, tidak adanya komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, tingkat pendidikan yang relatif rendah, lingkungan hidup yang masih kurang, tidak ada rasa tanggung jawab antar sesama anggota dan orangtua yang belum matang secara psikologis.

Adanya kondisi-kondisi tersebut diatas yang diderita atau dialami oleh seseorang akan mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan berupa kesilapan tanpa disadari. Jadi terdapatnya perbuatan-perbuatan tanpa sadar yang muncul dari alam tak sadar yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan jahat.
b. Stres Sosial 

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup : pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata – rata, kelahiran bayi baru, adanya orang cacat dirumah dan kematian seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan penganiayaan fisik yang hidup dalam kemiskinan. 

c. Lemahnya Pertahanan Diri
Adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. Jika ada pengaruh negatif berupa tontonan negatif, bujukan negatif seperti pecandu dan pengedar narkoba, ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif, sering tidak bisa menghindar dan mudah terpengaruh. Akibatnya terlibat ke dalam kegiatan-kegiatan negatif yang membahayakan dirinya dan masyarakat.
d. Kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri
Inti persoalannya adalah ketidak mampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial, dengan mempunyai daya pilih teman bergaul yang membantu pembentukan perilaku positif. 
e. Kurangnya dasar-dasar keimanan 
Masalah agama merupakan suatu yang sangat krusial bagi seseorang, karena agama merupakan benteng diri dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang padanya sekarang dan masa yang akan datang.
f. Faktor Keluarga
Keadaan keluarga sangatlah memegang peranan penting dalam pembantukan kepribadian dalam bertingkah laku.
2. Faktor Ekstern:

a. Faktor Ekonomi.

Dalam kehidupan sehari-hari, faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya. Perubahan dan perbedaan dalam kesejahteraan sosial ekonomi menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang melakukan kejahatan. Kemisikinan memang selalu berhubungan erat dengan situasi ekonomi kemasyarakatan dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan. Penyebab terjadinya kejahatan berupa penganiayaan dan kekerasan dalam keluarga dengan latar belakang faktor ekonomi dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :
1) Tingkat pendidikan pelaku yang relatif rendah.

Di dalam lingkungan sosial yang miskin kebanyakan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dalam hal ini tingkat pendidikan yang rendah pada umumnya bersamaan dengan informasi dan pengetahuan yang terbatas. Dengan demikian segala kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan menjadi terhambat. Cara berfikir dan bertindak untuk melakukan suatu perbuatan akibat daya nalar yang rendah sering irasional akan tetapi lebih dominan dipengaruhi oleh emosi semata.

2) Lingkungan hidup yang kurang baik.

Pada hakekatnya keadaan lingkungan yang kurang baik dapat digolongkan dalam dua hal yaitu lingkungan hidup internal (keluarga) dan lingkungan hidup eksternal. Pada lingkungan internal, masalah ketidak-harmonisan hubungan para anggota keluarga merupakan faktor utama yang tidak kecil pengaruhnya. Misalnya : Ayah yang seorang pecandu minuman keras dan obat, atau perceraian antara ayah dan ibu menjadikan anak sebagai pelampiasan amarah, emosi dan tekanan. Sedangkan pada lingkungan hidup yang tidak baik secara eksternal adalah meliputi kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, sikap acuh tak acuh terhadap eksploitasi dan tidak adanya mekanisme kontrol sosial membuat norma, adat, susila, etika dan hukum menjadi barang yang aneh dan dilupakan sama sekali, sehingga perlakuan-perlakuan yang sembarang yang sering terjadi di luar rumah terbawa-bawa dalam keluarga.

b. Faktor alat- alat media.

Media massa merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi antara pemerintah dan rakyat atau antara sesama anggota masyarakat. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep- konsep, sikap- sikap, nilai nilai dan pokok-pokok moral. Pada hakekatnya alat-alat media ini memiliki fungsi yang positif terhadap pengguna jasa media tersebut.

Faktor alat-alat media yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kejahatan kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari :
1) Buku- buku (media cetak).

Dalam hal menyediakan berita-berita tentang kejahatan, surat kabar banyak yang melupakan tanggung jawabnya. Berita-berita mengenai kejahatan misalnya pembunuhan, penganiayaan, kekerasan merupakan berita menarik sebagai bahan untuk diperdagangkan sehingga berita yang demikian sering dimuat berkali-kali di surat kabar secara gamblang dan vulgar. Hal ini tentunya mempengaruhi perkembangan jiwa si pembaca baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Radio, televisi, video dan film (media elektronik):

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang alat-alat media komunikasi canggih seperti radio, televisi, video, kaset dan film sangat memperngaruhi perkembangan kejahatan berupa penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga. Hal ini disebabkan oleh karena hampir setiap hari berbagai media elektronik ini menyajikan acara tontonan film yang mengandung adegan- adegan kekerasan yang terlalu diekspos secara gamblang. 
Seringnya melihat tontonan yang sedemikian rupa akan berdampak negatif terhadap kejiwaan penonton karena jiwanya akan terkontaminasi akibat sudah terbiasa melihatnya. Jadi peristiwa kekerasan yang dilihat tersebut dianggap sudah menjadi keadaan yang biasa dijumpai sehari-hari, maka ketika apa yang dilihat atau ditonton akan dipraktekkan pada orang-orang di lingkungannya
 Dari hasil pemaparan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa yang menjadi faktor dominan terjadinya tindak pidana pembegalan oleh anak di wilayah Kota Medan yaitu adalah faktor lingkungan dan faktor keluarga. Merujuk pada Teori Asosiasi Diferensial, suatu kejahatan dipelajari melalui pergaulan yang akrab, bukan hanya pergaulan dengan penjahat yang menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Mulanya aksi begal yang dilakukan terjadi karena adanya ajakan untuk melakukan perbuatan jahat, turut serta pelaku anak dalam terjadinya aksi pembegalan karena merasa gengsi apabila tidak menuruti ajakan tersebut.

Jika dikaitkan dengan Teori Kontrol Sosial, penyebab kejahatan adalah lemahnya ikatan sosial individu atau ikatan sosial dengan masyarakat. Seseorang melakukan suatu tindak pidana karena hal tersebut dianggap merupakan cara cepat untuk mencapai tujuan. 
B. Peranan Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Jalanan (Begal) Di Wilayah Kota Medan 
Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.  Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.

 Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dan ertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. 

Di seluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang dibawah pada Kementerian Dalam Negeri, ada yang membawah pada Kementerian Hukum ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dan ada yang dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Polri adalah: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanankepada masyarakat”.

Tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa  tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Menegakkan hukum.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas.

2. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

3. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,dan kelancaran lalu lintas di jalan.

4. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

5. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

6. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

7. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

8. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

9. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

10. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

11. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelumditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

14. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang Polri adalah: Kami Polisi Indonesia: 

a. Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan TerhadapTuhan Yang Maha Esa. 

b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

c. Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan utuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. 

Secara umum, Kepolisian Republik Indonesia mengemban 2 (dua) tugas pokok yaitu tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan, sedangkan tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada Kejaksaan yang akan meneruskannya ke Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerin-tah sesuai kebutuhan. Tugas-tugas tersebut, dikenal dengan istilah “Turja-Wali”. Dari keempat tugas tersebut, patroli merupakan kegiatan yang paling dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. Kegiatan patroli Kepolisian dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya, sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat di satu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui dan mudah untuk ditanggulanginya. Dengan demikian akan terwujud keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam struktur kepolisian di tingkat Polres khususnya, Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Sat Sabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Sat Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Sat Sabhara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sat Sabhara; 
2. Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sat Sabhara.

3. Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Sat Sabhara; 
4. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau Search and Rescue (SAR); 
5. Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; 
6. Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.
Sat Sabhara sebagai unsur pelaksana tugas pokok mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Perkap Polri No. 23 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Sat Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

Fungsi Sabhara merupakan salah satu fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang merupakan fungsi yang dipersiapkan untuk dapat melakukan beberapa tugas pokok Polri dalam mencegah dan mengantisipasi kejahatan. Dalam pelaksanaan operasionalnya, fungsi Sabhara mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masya-rakat; 
2. Mencegah dan menangkal seagala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya; 
3. Melaksanakan tindakan refresif tahap awal terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 
4. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat; 
5. Melakukan tindakan refresif terbatas (Tipiring dan pengakan Perda); 
6. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri; 
7. Melaksanakan SAR terbatas
Berikut beberapa upaya-upaya Sat Sabhara dalam rangka mengantisipasi segala bentuk gangguan Kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam mencegah tindak kekerasan jalanan (begal) di wilayah Kota Medan yaitu :

1. Melakukan manajemen operasional pra kegiatan, diantaranya: 

a. Membuat perencanaan sasaran patroli didaerah daerah rawan begal.

b. Melakukan perencanan penempatan anggota pada objek-objek yang memerlukan pengamanan khususnya bank, SPBU dan pelabuhan penyebrangan; 

c. Memberikan bimbingan teknis pada unit Sabhara Polsek; 

d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk evaluasi pelaksanaan tugas shabara tiap bulannya; 

e. Membuat pengajuan ke Bag Sumda Polres untuk pelatihan peningkatan fungsi kemampuan operasional personil polsek, baik dalam bentuk dikjur, diklat dan pelatihan. 

2. Melakukan Pembinaan Urusan Administrasi :

a. Membuat rencana kegiatan harian, mingguan dan bulanan unit sabhara; 

b. Membuat rencana anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas. (contoh: bahan bakar minyak, akomodasi dan harwat kendaraan); 

c. Membuat surat perintah dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas pamturjawali fungsi shabara; 

d. Menunjuk personil sabhara yang berkompeten dan telah mengikuti pendidikan dan kejuruan Fungsi Sabhara untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada rekan kerja pam swakarsa; 

e. Membuat anev pelaksanaan tugas (bulanan, semester dan tahunan). 

Sabhara Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, juga menyelenggarakan peran sebagai berikut: 

1. Pengembangan system dan metode serta penyusunan peraturan teknis pelaksanaan tugas Sat Sabhara; 

2. Pemantauan, supervisi staf, pemberian arahan dalam rangka sosialisasi, dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas Sat Sabhara; 

3. Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan teknis dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Sat Sabhara; 

4. Perencanaan kebutuhan personel, peralatan materiil khusus Sabhara dan pendistribusiannya, perencanaan kebutuhan anggaran serta pengajuan usulan, saran, pertimbangan penempatan, atau pembinaan karir personel Sat Sabhara; 

5. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, negosiator, serta SAR; 

6. Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakkan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP; 

7. Pemeliharaan, pelatihan, dan penggunaan satwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban. 

Secara yuridis penyelenggaraan kegiata patroli Sat Sabhara diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli yang selanjutnya disebut Perkabaharkam No. 4 Tahun 2011. Adapun ketentuan mengenai tahapan patroli diatur dalam Pasal 6 – Pasal 15 Perkabaharkam No. 4 Tahun 2011 yang meliputi tahap persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahap pengakhiran.

Peranan satuan sabhara dalam mencegah tindak kekerasan jalanan (begal) di wilayah Kota Medan yaitu: 

1. Menjelajah daerah, route dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat adanya kerawanan. Pelaksanaan a dilakukan pada pukul yang dianggap rawan terjadinya suatu kejahatan sekitar pukul 08.00 - 16.00 WIB, 16.00 – 00.00 WIB, dan 00 – 08.00 WIB di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan begal. Pelaksanaannya patroli sudah maksimal dan sudah secara berkala melakukan patroli dalam menjelajah atau route tempat-tempat rawan kejahatan begal

2. Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP). 

Dalam pelaksanaan Patroli Kepolisian oleh anggota patroli yang bertugas yang pertama kali melihat secara langsung menemukan suatu kejadian segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai Polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya.

3. Tindakan Represif terbatas. 

Tindakan represif terbatas yang dilakukan ketika ditemukan ganguan Kamtibmas guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat.

4. Patroli roda empat / roda dua (Turjawali) 

Dalam pelaksanaan patroli roda empat (mobil) dan roda dua (motor) untuk mencapai sasaran dan menanggulangi dari segala situasi gangguan Kamtibmas secara kuantitatif, kualitatatif dan prioritas melakukan tindakan preventif dan upaya penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah Polres semarang dengan prinsip kehadiran polisi berseragam ditengah tengah masyrakat. Patroli ini dilakukan dengan menggunakan motor dan mobil. dilaksanakan dengan jumlah personil 6 (enam) orang personil, 4 personil petugas patroli dengan mobil dan 2 motor dengan 4 personil petugas patroli. Dalam pelaksaan Patroli bermobil dan Patroli motor melalui Route didaerah rawan, objek khusus, dan dilaksanakan pada jam rawan tindak kejahatan yakni malam hari diatas pukul 22.00 WIB. pelaksanaan patroli ini dilaksanakan sesuai program kerja kepolisian.

C. Hambatan dan Upaya  Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Jalanan (Begal) Di Wilayah Kota Medan.
Patroli Sabhara mempunya beberapa unit dengan tupoksi yang sudah diatur atau diabagi menjadi satuan-satuan, yang sudah direncanakan dengan pengaturan tanpa menyebabkan ketimpangan. Tetapi tetap semua unit mempunyai sasaran/tujuan yang sama yang dilakuakan dengan penuh tanggung jawab dan sigap dalam mencegah kejahatan tersebut. Berkaitan dengan tugas pokok kepolisian sebagai pengayom masyarakat, maka pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga kondisi kehidupan masyarakat agar tetap kondusif. Salah satunya dengan menekan angka kejahatan dalam hal adalah ini aksi-aksi kejahatan yang marak timbul di masyarakat. 

Faktor internal penghambat dalam antisipasi tindak kejahatan di wilayah hukum Kota Medan antara lain : 

1. Kurangnya personel polisi 

Upaya pengoperasian terhadap timbulnya suatu tindak kejahatan memerlukan kapabilitas. Kurangnya personel di daerah yang rawan timbulnya aksi kejahatan menyebabkan eksekutor akan leluasa untuk menunaikan tindakan kriminal karena tidak adanya pihak aparat penegak hukum di tempat yang biasanya eksekutor menunaikan aksi kejahatannya. Maka dari pada itu jumlah personil perlu ditingkatkan lagi guna meningkatkan kualitas kerja para pihak kepolisian yang berimbas pada meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat. 

2. Kurangnya informasi 

Pengoperasian dalam menindak sebuah kasus dperlukan sebuah informasi yang akurat serta cepat, dikarenakan dengan informasi yang akuarat kepolisian akan dengan cepat dapat menangani kasus tersebut. Polda bali juga selama ini kurang mendapat inforamsi yang akuratt dan cepat dikarenakan juga minimnya kerjasama masyarakat sebagai sumber informasi padahal segala bentu info yang berasal dari masyarakat sangat penting untuk dilaporkan guna membantu pihak kepolisian dalam memberantas suatu tindakan melanggar hukum yang selama ini mengganggu ketertiban dan ketentram masyarakat itu sendiri. Kendala penegakan hukum terhadap eksekutor tindak kejahatan karena kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian dari masyarakat/warga. Masyarakat cenerung males atau engan dan tidak mau repot, kemudian juga terkadadang warga enggak mau terlibat pada masalah yang terjadi yang dipengaruhi beberapa factor seperti takut akan terlibat, males ikut dengan masalah-masalah rumit dan lain sebagainya.

3. Tidak diketemukan barang bukti 

Proses yang dilakukan dalam menangkap seorang eksekutor kejahatan yang diduga menunaikan pelanggaran sangat diperlukan bukti yang digunakan untuk menjerat, yang seyogyanya sebagai dasar pihak kepolisian dalam memnangkap dan kemudian memproses ke tahap selanjutnya yang kemudian dapat dihukum sesuai perbuatannya, tanpa barang bukti kepolisian tidak akan dapat menangkap maupun memproses yang menyebabkan gagalnya penanggulangan tindakan kejahatan yang terjadi tersebut. Polda Bali adalah salah satu intstasi yang belum memperoleh kaidah tersebut. 

4. Kurangnya sarana dan prasarana 

Sarpras adalah salah satu lagi hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian. Salah satunya yang sering dan sangat perlu sekali adalah kendaraan yang wajib dimiliki Polda Bali sehingga membuat sulit dalam menjalankan tindakan atau operasi. Cuma ada 2 motor dan 1 mobil yang benar benar dimiliki Polda Bali yang saya nilai sungguh sangat kurang dan perlu untuk ditambah. Tidak adanya mesin printer dan computer yang swadaya. Yang kemudian mengerucut kurangnya anggaran yang dibutukan pada era modern seperti sekarang ini. 

Faktor eksternal penghambat petugas kepolisian dalam antisipasi tindak kejahatan antara lain: 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat 

2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan menyebabkan masyarakat menyerahkan tugas pengabdian masyarakat kepada polisi, Namun masyarakat juga harus memiliki kemampuan menjaga keamanan. Kapasitas masyarakat yang sangat besar dalam menangani kejahatan, dalam hal ini polisi memang perlu mendapatkan laporan dari masyarakat tentang perilaku atau orang-orang yang mencurigakan yang dapat menyebabkan atau melakukan tindak pidana. Banyak orang yang tidak bersedia untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang kejahatan yang sedang berlangsung, baik yang sedang berlangsung maupun yang telah terjadi, dan lebih cenderung menghindari berurusan dengan polisi sebisa mungkin.Mereka merasa bahwa polisi hanya akan mengganggu aktivitas mereka, terutama ketika mereka harus pergi. Saat kantor polisi memberikan informasi. Masyarakat sebagai sumber informasi tentang tindak pidana, meski telah melakukan konsultasi hukum, tetap khawatir masyarakat akan curiga terhadap eksekutornya. Publik khawatir dengan risiko yang mungkin mereka hadapi jika melaporkan kejahatan yang mereka alami atau sadari.  Banyaknya hambatan dan tindakan terhadap kemampuan dan kemampuan polisi dalam menjalankan tugasnya, yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Hal-hal yang menyebabkan ketidak percayaan masyarakat terhadap polisi antara lain tugas-tugas yang dilakukan oleh polisi dianggap rahasia, sehingga kurang transparan dan seringkali eksklusif (isolasi atau jarak dari masyarakat, penggunaan diskresioner untuk menjalankan tugasnya). Berbagai kepentingan, polisi menjalankan tugas-tugas lain di Polres) Selain tugas kepolisian, sarana pendukung kepolisian hanya terbatas dan tidak profesional. 

3. Korban tidak segera melapor 

Korban tidak adanya keinginan mengambil tindakan segera, agar pelaku kejahatan segera diproses, informasi atau laporan tersebut harus diberikan oleh korban atau diketahui masyarakat. 

4. Adanya rasa takut kepada Polisi 

Informasi tentang tindak pidana dapat diperoleh dari hasil penyidikan pihak kepolisian maupun masyarakat Dalam hal ini sebagian kecil masyarakat di Denpasar masih takut terhadap polisi, sehingga pihak kepolisian akan terhambat dalam memperoleh informasi tentang tindak pidana remaja. Namun, bukan berarti polisi tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Hanya saja polisi sendiri masih menghadapi banyak kendala dalam menangani perkara pidana. Oleh karena itu, secara fundamental seluruh tim belum terselesaikan dengan tepat seperti yang diharapkan oleh pihak kepolisian, dan persoalan kriminalitas yang belum terselesaikan menjadi tanggung jawab kepolisian, khususnya seluruh lapisan masyarakat.

Sat Sabhara adalah salah satu lembaga penegak hukum yang pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Sat Sabhara merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan. 
Sat Sabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres melakuan upaya mengambil suatu tindakan atau langkah-langkah yang digunakan untuk dapat menyelesaikan suatu kendala yang dihadapi, baik kendala secara internal maupun kendala secara eksternal. 

1. Mengatasi kendala  internal: 

a. Meningkatkan jumlah personel Sat Sabhara dalam mengoptimalkan penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh begal. 

b. Melakukan pelatihan dan seminar-seminar terkait tindak pidana kekerasan oleh begal di kalangan aparat penegak hukum dimana pelatihan dan seminar-seminar rutin yang diadakan merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan setahun sekali yang diikuti oleh para personel Sat Sabhara.

c. Dalam penanganan kasus tindak pidana begal personel Sat Sabhara melakukan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan penanganan kasus tindak pidana umum yang dilaksanakan seminggu tiga (3) kali yang dibina oleh Kapolsek 

d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang berkaitan.

2. Mengatasi kendala eksternal: 

a. Melakukan pendekatan secara langsung terhadap masyarakat. Bentuk pendekatan ini merupakan suatu strategi pendekatan masyarakat dengan cara menyambangi/mengunjungi masyarakat secara langsung, dengan periode tertentu secara rutin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk bertatap muka serta berbincang-bincang dengan anggota masyarakat yang dikunjungi tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan informasi tentang masyarakat dan problematika yang terjadi di dalamnya atau untuk dapat memberikan arahan, informasi, atau pembinaan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban.

b. Sistem pembentukan tim yaitu suatu sistem penanggulangan kejahatan dengan cara pembentukan tim yang ditempatkan di daerah rawan sesuai dengan kerawanan, kamtibnas dan masing-masing tim harus dapat menguasai sesuai dengan tugas. 

c. Sistem buru sergap yaitu suatu sistem penanggulangan kejahatan pkekerasan oleh begal dengan cara melakukan pengejaran dan penyergapan terhadap pelaku kejahatan dan terhadap pelaku kejahatan tertentu yang telah diduga sebelumnya. 
Sat Sabhara dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh begal melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan patroli. Berikut upaya-upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh personel Sat Sabhara untuk mengurangi kejahatan begal :

1. Upaya Pre-emtif 

Upaya pre-emtif adalah upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan. 

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emtif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisai dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
Upaya yang telah dilakukan personel Sat Sabhara dalam mewujudkan upaya penanggulangan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat di wilayah hukum Kota Medan untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. 
2. Upaya Preventif 

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif. Upaya preventif yang yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.  Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Tindakan preventif yang dilakukan dalam tindak pidana kekerasan oleh begal  adalah setiap jam-jam rawan dilakukan patroli, sosialisasi dan peyuluhan hukum terhadap terhadap masyarakat dengan menjelaskan penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan oleh begal.  
Upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan Patroli rutin di wilayah hukum Kota Medan, melakukan kegiatan Polmas (Polisi Masyarakat) dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Polisi Masyarakat), serta melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku kejahatan pencurian dengan mengumpulkan informasi dari informan dan melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan oleh begal.  

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan oleh begal . Artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan upaya pencegahan dari penindakan. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan adalah : 
a. Meningkatkan patrol keamanan (partoli sati kali dalam sehari ditingkatkan menjadi tiga kali dalam sehari)

b. Mengkonsentrasikan pihak keamanan pada tempat-tempat yang rawan terjadi begal.
c. Memasang alat tambahan keamanan di daerah-daerah rawan beal.
d. Menambah jumlah personil keamanan.
e. Memberdayakan Pamswakarsa di tengah lingkungan masyarakat.
f. Mengadakan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat seperti mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. 
3. Upaya Represif 

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 

Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian dalam tindak pidana kekerasan oleh begal adalah melakukan penagkapan terhadap pelaku begal, yang turut membantu dan turut serta melakukan begal sampai proses persidangan hingga mendapat keputusan tetap.
Penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan begal maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. 
Upaya represif tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Memasukkan para pelaku kejahatan begal ke dalam rumah tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan di dalam rumah tahanan dan hal ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.

b. Melakukan kegiatan operasi di semua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbeda-beda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan begal.

c. Memberikan sanksi yang tegas tanpa membedakan kepada siapa pun pelakunya. 
Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana  begal, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan begal dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). 

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana  dengan kekerasan  untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya. 
Upaya penanggulangan begal, maka  Kepolisian selalu konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana pencurian oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab. 

Unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana  pencurian yang terjadi. 

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan. 

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya. 

Tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.
 

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana  pencurian malam hari harus tetap dilakukan oleh aparatur penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Herbert L. Packer dalam bukunya “The Limits of the Criminal Sanction”, yang intinya mengatakan sebagai berikut: 

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan sebab kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.

b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. 

c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

2. Upaya Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan begal  sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.  Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan. 
 

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan tindak pidana pencurian begal. Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Ada 2 (dua) usaha preventif sebagai pendekatan non penal yang dapat dilakukan oleh masyarakat di dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana  pencurian yakni: 

a. Usaha Abolisionistik, yaitu usaha menanggulangi kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif terebut, kemudian dilakukan tindakan yang berupa menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi penyebabnya. Pelaksanaan, usaha abolisionistik mutlak mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, kriminolog, ahli hukum dan lain-lain, yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan secara ilmiah untuk memperoleh data tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana pencurian. 

b. Usaha Moralistik, yaitu usaha penanggulangan yang dimaksudkan adalah untuk mempertebal dan membina mental, moral masyarakat serta iman masyarakat sehingga dapat menghindari diri dari hal-hal yang negatif yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik para ahli yang mamahami masalah-masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. 

Usaha ini antara lain: 

a. Meningkatkan penyebaran agama secara lebih intensif. 

b. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat.

c. Memberi penerangan-penerangan mengenai bahaya-bahaya serta ancaman hukuman terhadap oknum yang melakukan tindak pidana pencurian, terlebih apabila melihat kejadian yang sering terjadi pada saat sekarang ini, dimana terhadap para pelaku tindak pidana pencurian apabila tertangkap tangan oleh masyarakat maka masyarakat tidak akan segan-segan menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan. 

d. Aparat hukum harus berani mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana  kejahatan pencurian.

e. Meningkatkan kerja sama yang baik antara aparat yang menangani masalah  kejahatan pencurian dengan masyarakat luas, sehingga dengan kerja sama yang baik ini akan membuahkan hasil yang baik pula. Misalnya masyarakat mengetahui adanya tindak pidana pencurian baik yang dilakukan oleh golongan sipil maupun golongan militer ataupun yang dilakukan oleh kedua-duanya, maka masyarakat wajib melaporkan atau menyerahkan kepada yang berwajib.

f. Penanggulangan kejahatan (termasuk begal) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu penal dan non penal. Kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.  Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Kepolisian dalam mengurangi kejahatan begal  harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani menjadi saksi ketika melihat kejahatan pencurian tersebut, karena dapat menambahkan hukuman tersangka, sehingga dapat memberikan efek jera.
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